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GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 13 TAHUN 2O2I

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Nutul(fR irl TAI{Ui\i 2()1i

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

GUBERNUR BI'I\GKULU

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2),

Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal

26 ayat (3.!. Pasal 31 ayat (7) dan Pasal 33 ayat (3) Peratr-rra-n

Daerah Provinsi Bengkuiu Nomor 10 Tahun 2Oi1 tentang
Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 5 Tahun 2A2O tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa usahra, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Bengkulu tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Bengkuiu Nomor 10 Tahun 2Ol1
tentang Retribusi Jasa Usaha;

l. Unciang-i-inciang Nomor 9 Tahun i967 lentang
Pembentukan Propiirsi Bengkulu (Lembai'an Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah cian Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (I-emharan Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2O\4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas {Jndang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
5679);

Mengingat

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


4.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

berlakunya u";;;:ut'a*s Nomor 9 Tahun L967

tentang Pelaksanian Pemerintahan di Propinsi

Bengkulu tf,"*Ju'at Negara Republik Indonesta Tahun

1968 Nomor g+, iamUtf,"tt t'embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 285a\;

peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun

2011 tentang neiribusi Jasa UJaha sebagaimana telah

diubah tera*rir dengan Peraturan Daerah Provinsi

Bengkulu No.no' 5 iut"re 2O2O tentang Perubahan

Kedua Atas p",.iut*t' Daerah Provinsi Bengkulu Nomor

1O i"t rr, 2}lt tentang Retribusi Jasa Usaha'

MenetaPkan

MEMUTUSKAN :

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

PRCVINSI BE}JGI{ULU NCN'IOR 1C TAHUN 2011 TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

i. Daerah adalah Provinsi Bengkulu
2. Pemerintah Provinsi adatah Pemerintah Daerah

Provinsi Bengkulu'
3. Pemerintr-f, 

"f.Uupaten/Kota adalah Pemerintah

Kabupate nlKota dalam iingkup Provinsi Bengkulu'

4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu'
S.SekretarisDaerahadalahsekretarisDaerahProvinsi

Bengkulu.
6. Badln adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Bengkulu.
7. Dewan perw-akilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkatDPRDadalahDewanPerwakilanRakyat
Daerah Provinsi Bengkulu'

8. Pejabat adalah eegawai yang diberi tugg's tertentu di

bidangRetribusiDaerahsesuaiPeraturan
Perun-clang-Und angan yang berlaku'

g. Badan aaAafr *"ku*pttlan oranglatau modal yang

merupakan kesatu.tt, Uaitt yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha meliputi
paa*"rou.t terbatas, perseroan komanditer' perseroan

i^irrrryu., Badan Usaha Milik Negara (BUMN)' atau

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan narna

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi' koperasi'

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan'
yayasan, organisasi massa, organisasi -sosial 

politik'
atau organiJasi lainnya, lembaga dan. bentuk badan

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan

bentuk usaha tetaP.
10. Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya

d.isebutPDPemungutadalahPerangkatDaerah
Provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan

retribusi sesuai bidang dan kewenangannya'
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11. Kepala Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya
disebut Kefala PD Pemungut adalah Kepala

Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang

melakukanpemungutanretribusisesuaibidangdan
kewenangannYa.

12. Unit fel,ayanan Teknis Daerah Pemungut adalah

unsur pelaksana tugas teknis pada Perangkat Daerah

Provinsi Bengkulu yang melakukan pemungutan

retribusi sesuai bidang dan kewenangannya'
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa

usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang'

fasilitas, atau temanfaatan lainnya yang dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan'
14. Jasa Usaha adalah i*u,tu.', yang diberikan kepada

seseorang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan
oleh orang Pribadi atau Badan'

15. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai

pembayaranatasjasaataupemberian.'izintertentu
y*gkhr*rr*aiseAiakandan/ataudiberikanoleh
irenLrintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi

atau badan.
16. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang

dised.ikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pu!.a

disediakan oleh sektor swasta'
L7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah

pembayaran atas PelaYanan
pemakaian / pemanfaatan kekayaan daerah'

18. i?etribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah
pembayaran atai pelayanan jasa kepelabuhan
dan/aiau pelayanan atas pemanfaatan fasilitas di
finglungan kepelabuhan yang dikelola oleh

Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah adalah

pembayaran atas penjualan/penyediaan bibit hasil
produksi usaha daerah.

20. itetribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahar./Villa
adalahpembayaranataspelayananpenyediaan
fasilitas tempat penginapan/ pesan ggtahlan / villa yang

dimiliki dan/ata-u dikelola oleh Pemerintah Daerah.

21. Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga adalah
pembayaran "tu-" 

pelayanan tempat rekreasi dan
ol"hraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menurut peraturan perundang-undangan
netriuusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi termasuk pemungut atau pemotong

Retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu

yangmerupakanbataswaktubagiWajibRetribusi
untuk memanfaatkan jasa dan petizinan tertentu
dari Pemerintah Daerah.

24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari peitghimpunan data objek dan subjek retribusi,
penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi
serta Pengawasan PenyetorannYa'
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25. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang

digunakan oleh STajib Retribusi untuk melaporkan

o6"f. ,"t ib"*i se6agai dasar penghitungan dan

pembayaran retribusi menurut peraturan perundang-

Lndangan Retribusi Daerah'

26. Surat lagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya

disingkat Sino adalah surat untuk melakukan

tagihan ,#iUt'*i dan/atau sanksi administrasi

belruPa bunga dan/ata,u denda'

27. Surat pe#beritu"h'"tt Retribusi Daerah yang

selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang

digunakan olLfr wajib retribusi untuk

melaporkan perhitungan dan pembal'aral retribusi

yang terutang menurut peraturan retribusi'
28. Surat S"totli' Retribusi Daerah yang selanjutnya

disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau

penyetoran retribusi yang telah ailat<ufan dengan

ir*"Sgrr"akan formulii atau telah dilakukan Cengan

caralainkeRekeningKasDaerahmelaluitempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur'

29. Surat f<eteiapan"Retribusi Daerah yang selanjutnya

disingkat irio adalah Surat Ketetapan Retribusi

yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi

yang terutang.
30. Surat Keteta[an Retribusi Daerah Lebih Bayar yang

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat

ketetapan retribuJi yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran ietribusi karena jumlah kredit

retribusilebihbesardaripadaretribusiyang
terutang.

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang

disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang

memi.tuskan besarnya retribusi daerah yang

terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar

TambahanyangdisingkatSKRDKBTadalahSurat
Keputusa" V""i menentukan tambahan atas jumlah
retribusi daerah yang telah ditetapkan'

33.PembayaranRetribusiDaerahadalahbesarnya
kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi
sesuai ae,,ga'' surat Ketetapan Retribusi Daerah dan

surat Tagi-han Retribusi Daerah ke Rekening Kas

Umum Dlerah atau ke tempat lain ytrtg ditunjuk
dengan batas waktu yang telah ditentukan'

S4.Dokumenlainyangdipersamakanadalahsuatu
dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok

retribusi uLU"[* pengganti Surat Ketetapan Retribusi
Daerah.

35. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian
kegiatanpemungutanRetribusiDaerahyangdiawali
dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran
yang uelsanskutan melaksanakan kewajiban untuk
*"rrrb.y.t ,.ttibrrsi sesuai d'engan jumlah retribusi
yarrtg terutang.
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36. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi

atasnalna-wajibRetribusiyangtercantrrmpada
Surat Tagihan Retribusi Daerah' Surat Ketetapan

Retribusi baerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan

Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang

belumkedaluwarsadanretribusilainnyayangmasih
terutang.

37. Insentii Pemungutan Retribusi yang selanjutnya
disebut Insentif *a**n tambahan penghasilan dalam

bentuk uang diberikan kepada Instansi yang

melaksanakan pemungutan sebagai penghargaan

ataskinerjatertentudalammelaksanakan
pemungutan retribusi.

38. Ked,aluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh

sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu
perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan

atassyarat.syaratyangditentukanolehundang-
undang.

39. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian
kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta
peiatausahaan yang dilakukan oleh petugas

ietribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan
Retribusi Daeiah kepada Wajib Retribusi untuk diisi
secara lengkaP dan benar'

40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan

mengimpun dan mengolah data, keterangan'
dan/a.tau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu tanda
pemeriksaan untuk menguji kepatuhSf fgmenuhan
^kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan /ata,d-
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuanperaturanperundang-undangan
perpajakan daerah dan retribusi daerah'

41. b"rryiaiUn Tindak Pidana di bidang perpajakan

aaeiatr dan retribusi adalah serangkaian tindakan
yangdilakukanolehpenyidikuntukmencariseta
mengumpulkan bukti yang dengan hukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan

daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanYa.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:

dan
e. retribusi tempat rekreasi dan olah raga;

retribusi pemakaian kekayaan daerah;
retribusi pelayanan kePelabuhan;
retribusi penjualan produksi usaha daerah;
retribusi 

- tempat penginapan/pesanggrahan/vi11a;

a.
b.
C.

d.
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BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSi

Pasal 3

Pelaksanaan pemungutan retribusi diserahkan dan

menjadi tanggung jawab Kepala PD pemungut'

Pasal 4

Kepala PD pemungut bertugas dan bertanggungjawab

untuk:
;. mengusulkan Bendahara Penerima danlatau

Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan

dengan KePutusan Gubernur;
b. mellkukan inventarisasi obyek retribusi;
c. melaksanakan pemungutan retribusi;
d. melaksanakan 

- t<ooidinasi dalam melakukan
pemungutan retribusi;dan

e. *"rry"-paikan laporan pelaksanaan tugas

sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai

dengan huruf d kePada Gubernur'

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

Tata cara pemungutan retribusi meliputi:
a. pendaitaran dan pendataxr obyek retribusi;
b. penetaPan retribusi;
c. penagihan retribusi;
d. pembaYaran retribusi; dan
e. pembukuan dan pelaporan retribusi'

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Obyek Retribusi

Pasal 6

Wajib Retribusi yang memperoleh -pelayanan
retiibusi dari Pemerintah Daerah wajib

mendaftarkan dan mengisi formulir sPoRD serta

menyampaikan SPTRD atau dokumen lain yang

dipersamakan atau mengqiukan surat permohonan

berdasarkan jenis obyek retribusi'

Wajib Retrihusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapatberdomisilididaerahataudiluardaerah.

Formulir SPORD dan SPTRD atau dokumen
lain yang dipersamakan atau surat permohonan
seUagaimanadimaksud pada ayat (1) diisi dengan
jehsllengkap dan benar serta ditandatangani oleh

pemorroriatau kuasanya dan dikembalikan kepada

petugas, sebagai bahan mengisi Daftar Induk
WAiib Retribusi berdasarkan nomor urut'

(1)

t?l

(3)
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dokrrmen la_in yang cliper^sa-ma-kan sebagaimana

dimaksudpadaayat(llsebagarmanatercantum
ciaiam Lampiran i yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

-iangka'wa-kt,-tpengernbaiianioriiriiiirSi?T'R';)atau
cioklmen iain ,v.t g ciipei-samakan a'ua'r'; sura'r-

p".-ot "nan 
sebagai-ata dimaksud dalam Pasal 6 ayat

iS) 
-p"fi"g 

tambai 5 (lima) hari kerja terhitung sejak

p"""tl**"." formulir SPIRD aiau dokumen lain iang
,iipar=t* 

"'-'K?-,-t'r 
?.tatl s"-.lT-a-f perlno'r-'cnalr r>ieh ';';ejii;

itLi rii'LrEr.

Bagian Kedua
PenetaPan Retribusi

Pasal 8

Berdasarkan SPIRD atau dokumen lain
yang dipersamakan atau surat permohonan
'seuigaimana cirmaksuti c1aiam Pasai 6 ayat (i)'
,iit.tlpi."n re*.ribusi *.erutang ilengan menerbitkan
SKRDatau ookumen iarn 5'3ng dipersamakan'

Apabila terjadi kelalaian danf aiLau keterlamLratan

f..r1rr*pr"i^., kembali SPTRD atau dokumen lain
yu"g iip..*.*a-kan dar.i wajih retribr=tsi, maka-

pn Pemungut vang melakukan pemungutan
retribusi menerbitt<an Si,lRD dengan ketetapan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan'

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan

rlitemrrkan c1-ata l-la-rr'r dan,/at-au d-ata- ]'ra-ng

semula belum terungkap .vang menl'ebabkan
penambahan jumiah retribusi yang terutang, maka

dikeiuarkan SKRDKBT.

(1i

t4) Bentuk formulir SPORD dan SPTRD atau

(4) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan
seLra-gaimala= 6,it12fusr:rd paria- aya-t (1] ditet-a-pkan

tebih lan-jut oleh Kepala PD Pemungut'

(5) SKRD dan/atau SKRDKBT ditandatangani
oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh

I(epa1a PD Pemiingut.

(6) Bentr_ik fbrrnr-:-lir SKRD sebege-ireane- dir::e-ksr-:d- peda, 
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran il
yang *.rrpi.ku'.t bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 9

liepaia .Dt] laeiii,:.liLgl-1t daniatau UPTLI pem'u'r.n$Ijt dapat

mener-bitkan STRD atani clokumen iain -vang

dipersamakan aPabila:

(21

(3)
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a.

b.

retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, dan

SKRDKBTsetelahjatuhtempopembayarantidak
dibayar;

dari hasil penelitian SPTRD atau dokumen lain yang
dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran
seuagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan

wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa
bunga.

Pasal 10

Penetapan Retribusi Daerah dengan menggunakan
dokumen yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9, antara lain:
a. karcis;
b. kupon;
c. kartu langganan;dan
d. Kwitansi /bill.
Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
*"rrJapu.t persetujuan Gubernur sebagai sarana
pemungutan Retribusi Daerah.

Sarana Pemungut Retribusi Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat t2l sekurang-
kurangnya memuat:
a. logo pemerintah daerah;
b. .ra-, badan I dinas/unit/satuan kerja pemungut

retribusi daerah;
c. nomor dan seri;
d. nilai nominal; dan
e. nomor dan tahun peraturan daerah'

Sarana Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (U dinyatakan sah
penggunaannya setelah dibubuhi cap oleh Badan
F"rr["tot"rt, Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu'

Setiap Badan/DinaslUnit/Perangkat Daerah
p"rrrrrgrt retribusi daerah harus mengajukan
perminLan sarana pemungut retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan
permintaan tersebut harus memuat sekurang-
kurangnya:
a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang

diperlukan;
b. nilai nominal;
c. nomor dan seri; dan
d. keterangan lain bila dianggap perlu:

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mencatat,
membukukan sarana pemungutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada
badan / dinas / unit/ satu an kerj a pemungut retribusi'

c.

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)
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{2}

(3)

{4\

Pasal 1 1

(1i Pengeiuaran s-.;rat ieringataii a'La-Li sui'a*L iain\ / 
yan; sejenrs ciikeluarkan segera setelah 7 (tu.;uh) ha'
sejak jatuh temPo PembaYaran'

Dalam jangka waktu 7 (tu-iuh) hari setelah tanggal
Su- rat- peringatan ata-r-t sura-t lain yang sejenis, wajib
retri-busi harus melunasi retribusi yang terutang'

Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikelua.k.t oleh Kepala PD Pemungut dan/atau
UPID trem.ungut.

Bent,,rk sr-tr:=-t peringat+-n se1-1e-gaima-ne- din:aks':d
pada ayat (3) sebagaimana tercantum daiam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

Bagian KeemPat
Pembayaran Retribusi

Pasal 12

i1i .Delnba;,a1;i1i retri-bitsi har:_r.s diiakirkan Secara

LuiraiT'iurias.

(2) Pembayaran retribusi dilakukan ditempat pelayanan

retribusi diberikan.

(.3i .-iatuh 't-empo pemi:a,3"aran ret-r'i'or-tsi p:-'1i.g iatr'laat 2

{'J.ia) hai'i kt-rja sctclal-, iangga'l Si(RD/'SliRDI'(DT
atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.

(4) Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen iain
yang dipersamakan, r'i'a-tib retribusr membavar
ietribusi kepacia Beneiahara Fenerimaan atau
Bendahara Penerimaan Pembantu pada PD dan
UFTD Pemungut.

(5) Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara
Penerima_a-n Pemba_nf-r:r PD Pemr-lngr-rt membua-t

Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah untuk
diberikan kepada wajib retribusi.

(6) Bendahara Penerimaan dan/ atau bendahara
penerimaan pembaniu paling lama 1 {satui hari }:eija
s=-ja.k ,:t",og 1-.=,-s <iite::i*a-, .;;ejib men5,'etol'kan hasii
-^^-----:-----.- n-+--j1-"--i '! --. n-1----j--- I'-- rr---"---

iJcilci-iillaai] iicti-iuusi i\L iif ii-i rii i5 i\cis v rri Lr ir j

Daerah Pada PT. Bank Bengkulu'

(7) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah

sebagaimana dimaksud pacia ayat (6i dilakukan
ciengan menggunakan Formuiir surat Tancia Setoran

.van; dibuat rangkap 6 {enam) masing-masing untuk:
a. Lembarl :I(ASDA;
b. Lembar 2 : Fungsi Pembukuan/Akuntan;
c. Lembar 3 : Benciahara Penerimaan o.anl

atai; Deii,iaiiai a Pcrter iitia.air
Pembantu;
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d. Lembar 4 : PT. Bank Bengkulu Cabane
IJ tayna ! Ca ha n g Pen:]_-le ntr r :

e. Lembar 5 : PD Pemungut IUF.TD pemungut;
f. Lernbar 6 : Badan pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Bengkulu.

(B) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain
.\.a-ng 11itr,1nj1;-la. Era.ka 6s==si1 penerimaan r etriLrr,rsi
harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Daling
iama i (satu) hari kerja terhitung sejak penerimaan
retribusi dengan mengisi fomulir Surat Setoran
Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang
dinersamakan,

/n\ A-^^l^jl^ -- ---1^-.- .-_L-:1^,._; _-l;t^.!,,,f _^-^ _-4^l^i^\.rl ,rvciurrci jrcrrr.,ilyaialr i-eLriiJusi ij'iiaiiijxaii sciciaii
lewat *aktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), maka dikenakan bunga sebesar 2Zo
{-.{tte nn-^^h\ J^hn^h #^n^*l-.irl-^- Q,T.Df-\
iuLta iJsr !-L I rl uLr i6dl itiuiiUi U"iLi\a-a! ur i l-ri_r.

/r ^\ ^(iU) Setrap PD Pemungut wajib menatausahakan
penerimaan dan pen-r'etoran sei-ta
mempertanggungjaw,abkan pembayaran retribusi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

{ 1 1 ) Den'ri.k fo;ni - lir Tai-.;lo E -kti i-c rnl,ai ar-a;i, S *rai
Tanda Setoran, SSF-D den STRD sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Pasal i3
(1) Kepala PD Pemungut, atas nama Gubernur dapat

memberikan izin pembayaran secara angsuran
nnaupun penundaan pernba',.,aran kepada Wajil-
E-+rl'l-,,ri J^,:-- r---..- r-1r+ A-.-^+r \L Li i uu Ji Liai r6d"r r arquciii I ciir6 U"ipal
d iPertan ggl,ln gl a 11'a bka-n

{2} Tata cara pengajuan permohonan pembayaran
secara angsuran maupun penundaan pembayaran
ciitetapkan oieir Kepaia FD Perrrungut.

Pasal 14

Pemberian izin pembayaran secara angsuran
sebaga:ima.na_ rlimek-qr_rd dalaryt fasat l3 ayat {l)
dibenkan kepacla Waiib Retribusi paline banyak 2
(dua) kali pembayaran daiam jangka waktu paiing
lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.

Pemberian izin pembayaran secara angsuran
se'l.ragaircana- dimaksr:rd pada ayat (1) diherikaq ata-s
ketetapan retribusi seniiar cii atas Rp. 500.000,- (hma
ratus ribu rupiah).

Pemberian izin penundaan pembayaran retribusi
--^.1^..-._-^i----.^^ rl-^..-.!,.^,-l l_1^-^- -^_^.t 10 /1\rcuii-B.i.l::aria Llrrrru.rrsUu Uu.ic.rr-r pasai i tj aj.at ( i)
han-va ciiberikan seiama i4 iernpar beiasj hari sejak
_-{i+_^-1^l+! _^ .^ cr r . rl niJ i LUI ui L"r\cii i J r\i\ U.

(1)

(2)

(3)
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t4l

(s)

(1)

{21

(3)

pemberian izin penundaan pembayaran retribusi
seLra-gaimana- elima-ksr--rd pad.a ayat (3) elil-rerika-n a-tas

ketetlpan retribusi senilai di atas Rp. 250.000,- (dua

ratus lima puiuh ribu ruPiah).

Pengajuan permohonan izin pembayaran secara

u,rgJ,rtu, dan penundaa* peml;'a5'-ai"an retribusi

=.ei=-.gr:irr=.-na oimaksue d'a'ia-m pasai i3 e'-;;at (i )

l:r-1=.-1-.-.- ,-.-. 1:.-- - 1- '*l'+ 
'r 

r.J-'-\ 1----j ----1-1-(rrraat\uii\arr pauiis iai-i-rDa-L 2 (nua; iiai i scLur'1ii

diterbitkannya SKRD.

Bagian Keli.ma
Ta-ta- Cara psrnbr-rkrr-a-n clan Pela-pora'n Retribusi

Pasal 15

PD Pemungut melakukan pembukuan atas SKRD,

SI{F-.DI(BT dan STRD iang diterbit}ran'

arsip Dokumen .v-ang teiah ciicatat tersenciiri untuk
setiap jenis darr disusun secara berurutan sesuai

tanggal penertlitan dan nomorrrya'

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

melipr-rti penetapan, penerima-a-n, penyet-ora-n,

tunegakan per ienis retrtbusi dan secara berkala
dibuatkan iaporan penetapan, realisasi penerimaan,
penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi'

Pasal 16

L.apcran penetapan, laporan peneriinaan dan pen5'etoi:an'

*.itu. iaporan tunggakail pel- jerris r-etri'uusi sebagairnaiia

dimaksud dalam Pasal 15 a1'at (3), diatur sebagai berikut:

a. Bendahara penerimaan pembantu pada UP|D
Pemungutyangmelakukanpemungutanretribusi
setiap buian paiing iambat tanggai 2 (ciua) buian
berikutnya wajib n-renyampaikan Laporan bulanatr
dari hasil penetapan, realisasi penerimaan dan
penyetoran serta tunggakan per jenis retribusi yang

alt."tot,kepadaBendaharaPenerimaanPl)
Pemungutciantem'DusaniaporankepadaKepaiaFD
Pemungut;

b. Bendahara penerimaan pada PD Pemungut setiap

bulan paling lamba+" tanggal 5 ilima) l;ulan
iieri'i<.;tn3e .'vajib meEi'irfirpaii<p-'n ia'pr:r-a-n i:rtianan
l---j 1.--lr ----1j-^-j --j'------ l---
(rcir j I rGsrr pe ilcia-t-rai1. iia;isasi pcilci riiiij-i:i.i r Ljd'r.i

penyetoransertatunggakanperjenisretribusiyang
ait.totr kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Pro.:insi Bengkr:1'r-r- ;

e . Kepaia tsadan Pengeioiaan Keuangan Daerah Frovinsi
Bengkulu setiap bulan paiing lambat tanggal t0
iseputuirl bulan berikutnya wajib melaporkan
penerimaarr retribusi dan tergat-rung dalam laporan
penriapatan ciaerah iainnya kepada Gubernur;
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d. bentuk formulir laporan penetapan, laporan
penerimaan rlan penlzetor=,q se,te laporan tr-rngge-kan
sebagarmana dimaksud pada huruf a diatas
tercantum daiam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

BAB V

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Fasal 17

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajiLr retribusi untuk
menggunakan dan/atau memakai iasa objek retribusi.

Pasal 18

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannva
q|1,pn a+^r'r1 nl.rrr4n'! c.i'^'-rery ltlarc^:-r^'! -1rn
vi-.i-\L JLula suilui;1!r -'aii6 urliur

BAB Vl

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN
r/E-']-E'',l-a D^ r\r DE-\rrlLr 

^DT 
TS A \r AT.4.U PEIICURAI\,ICAI\L'--.,Jirii:ii

S AI! KS I AD },4i }I I S TP.ATI F' DA. I\I Ptr }..4RATALAIY

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
^^-L'^+,rI^- e[1pT-\ rl+e Q'T.Pn r'--o rl+!^*
Paiii;-aLl-.qii Ji-.i1J uur. J r i\, iGi;6 uqiaiii

^o-o-f ifahhr,^ +prr]nrrnf l.oeolohnn t1liq'l<gsalahln
ParrLr urLn..-iJ a L!ruuiiuL i\!rurGri*ji Luirr,

hitung dan/atau kekeliruan dalam pemungutan
retribusi.

("1 \[/aiil-. Fotri]rrrsi flenat rnenS::,.lkan :effnChOna11i-, '-'- --b*J r -'
rreno1r.,'!rrrrqan atar ! rrpno! rr-,anrran sa-ksi "r1rnfniStfatif
berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
keiaiaiaii Wajib Reti'ibusi atau bukair kai"eiia
1-^-^1-1- --------t(csir.lar rarll lya.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi

*:.-!^i- i^^-^-
-v 

cLl t5, LrLldlr uct ld-l

(4) Permohona-n pembetula,n. pengura-ngan keteta:pan.
penghapusan atau pengurangan sanksi administratif
dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat
./1\ .,.,^{ !a', ,7 ,^i i 2', 1.-.'-,,^ 'li-.'-^^;1,^,.i ir, 

"iJa1.L \Z) uaiil d.JAL (v, rrqr Ll5 Llrird.rrrPd.lr\arl '5ULd.tcl
+^-+' 'l.i- ^l^L .'.^;;1r rot.ihloi l,an^'ln l/on^l^ Dn rl--LCi Lijiii, (JI[i i \\ qJr r-, I (-Lr rii!,lol i\Lyqua r\L lJqrq r u uarl

UPTD Pemungut paling lama 30 (tiga puluh) hari
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(7)

(5)

(6)

(1)

{21

(3)

{4}

sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan

memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan

untuk mendukung PerrnohonannYa'

Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala PD Pemungut

palinglama3(tiga)bulansejaksuratpermohonan
diterima.

Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), Kepala PD Pemungut tidak

memberikan keputusan, maka permohonan

pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan

atau pengurangan sanksi administratif dan

pembatalan dianggaP dikabulkan'

Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan,

penghapusan atau pengurangan sanksi adminstratif
dan pembatalan retribusi tidak menunda

pembayaran retribusi.

BAB VII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 20

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan

keberatan atas penerbitan SKRD atau dokumen lain

yang dipesamakan, dan SKRDKBT kepada Kepala PD

dan UPTD Pemungut.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diajukan secara tertulis dengan Bahasa

Indonesia disertai dengan alasan yang jelas paling

lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau

d.okumen lain yang dipersamakan, SKRD secara

jabatan dan SKRDKBT diterbitkan kecuali apabila

wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka

waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena diluar

kekuasaannya.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban

membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan

retribusi.

Kepa1a PD dan UPTD Pemungut harus memberikan

keputusan atas keberatan dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat

keberatan diterima dengan menerbitkan Surat

Keputusan Keberatan.
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(5)

(6)

Keputusan Kepala PD dan UPTD Pemungut atas

keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak, atau menambah besarnya

retribusi yang terutang.

Apabila telah lewat waktu 6 (enam) bulan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala PD dan

UPTD Pemungut tidak memberikan keputusan, maka

permohonan keberatan tersebut dianggap

dikabulkan.

BAB VIII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasai 2 1

wajib Reribusi mempunyai hak atas perhitungan

pengembalian pembayaran retribusi dan dapat

mengajukanpermohonanpengembaliankelebihan
pembayaran retribusi kepada Gubernur'

Surat permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran retribusi paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat wa; ib retribusi;
b. masa retribusi;
c. jumlah Pengembalian;
d. bentuk Pengembalian;dan
e. bukti pembaYaran retribusi.

Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)

bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memberikan

keputusan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

padaayat(3)telahdilampauidanGubernurtidak
memberikan keputusan, maka permohonan

pengembaliankelebihanpembayaranretritrusi
ciianggap dikabuikan dan rian dalam jangka waktu

palinglamal(satu)bulanharusditerbitkan
SKRDLB.

Apabiia wajikr retribusi mempunyai utang retribusi
lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaiman

dimaksud pad.a ayat (1), langsung diperhitungkan

untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi

tersebut.

(1)

{2\

(3)

\4|

(s)
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/a-\\",

(6)

(7)

(1)

(2\

t3)

Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan se-iak

dit"erbi*"kaflrl-',-& SKP-DLB nia.l"a pengembalian
l,^l^hiLan "re,zrhnlnrn'-1 -'etfihl.: ':; 1''n-t t': .l;La-;l'^*
irLrLUiriut .rrvuJGjuri '-"^-*;J; 

r'qr;J uaU!' ii\uri

denga-n menerbitka-n Sr-ira-t Perintah Membayar'

Apabila pengembalian kelebihan pembaYaran

re+.ribusi cilakukan setelah le'sat v*,aktu 2 (dua) buian

^-;^1, .{it^-hit!-en qI/Dnf P L/a-^l^ DT-\ Aqn I I t}'l-T\
rLJu,\ u'"-- -^-,'*i'11 J:r;''t -n ;rjiJi-i'ii;i -'*: i.l'iii ! ; ; r

Pemungr-rt memberika-n imbaian br-rnga sebesar 2-?6

(dua persen) sebulan atas keterlambatan

pembayaran kelebihan pembayaran retribusi'

Do-l-rari^n irrrh^!nn h,tnr:: 'o/^ 
lA"n ^'l'sfn)

^..'ljr^iLi':i u;r'D* L 'J \uuu Pei vvrt'

sebagaima-na- c1-ima-ksr-rcl pada a:lat (7), clibebankan

pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Frovinsi Berrgkuiu.

Pasal 22

Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan

Cengan u+,ang retribusi sebagairrana dirnaksud dalam
D^-^1 O 1 a-'a+ /(l rT "nlrlr '1e:r'1--l-.-:: '^ '{;'l^1" 'l'^- 'l^-^^n
i drsi u i 4J *- f - j i:iiii:'ii i/u'ir-ai aii-i'iii li ii Uiltii'ur'u'i u-r-6*r^

cara- pemind-a-hLl:kuan c1a-n Ln-rkti peminda-hbttkttan

berlaku sebagai tanda bukti pembayaran'

BAB iX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

Hak untuk meiakukan penagihan retri-busi men=jacii

kedaiuwarsa setelah meiampaui waktu 3 (tiga) tahun

terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali

-iika wajib retribusi melakukan tindak pidana di

biCang re+.ri.busi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sekragaimana

dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:

a. diterbitkan surat teguran; atau

b. ada pengal..uan utang retribusi cari .+,,ajib retribusi
L.o.i17 la-a'd' ! !1ry r''!n,rl11'n +idll: 1^-^^"-^

.o-*-'3 lii;;!;urr 'iu;1\ rai r6rqir6'

Daiam ha1 diterbitkan surat teguran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kedaluwarsa

penagihan dihi+.ung sejak tanggal diterin:anr,ra surat
+^ftr rr^h fareahrr+
-ibJi aii LL i rL v u L'

Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, .-vajlb retribusi Cengan kesadarannYa m€n;,rsfa[3t=

-aci1. -o1-1n11n.'ni 
r rfana -^+*i1-' ''i A^^ he1Un'frriqui i - i iJ iii ; Li-i; i5 ' L Li iu uri uuri

melr-tna-sinya-;

{41
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(1)

(2)

(5) Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi secara

tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan

permohonan keberatan oleh wajib retribusi'

Pasal 24

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagt

karenahakuntukmelakukanpenagihansudah
kedaluwarsa daPat dihaPuskan'

Kepala PD Pemungut dan PD yang melakukan

pemungutan retribusi daerah mengajukan

penghapusan piutang retribusi yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Gubernur.

Penghapusan piutang retribusi yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat l2l
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur'

BAB X
INSENTIF PEMUNGUT

Pasal 25

pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut

Retribusi Daerah, Kepala Daerah dan wakil Kepala

Daerah, Sekretaris Daerah dan pihak lain -vang

mernbantLr instansi Pelaksana Perrrungut Re'uribusi

Daerah diberikan insentif sebesar 3oh (tiga persen)

dari capaian target penerimaan retribusi'

Besaran insentif dianggarkan dalam Anggaran

Pendapatan Beianja Daerah Tahun Anggaran

berkenaan dan dijabarkan secara triwulanan dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD Pemungut'

Besaran insentif yang diba,v*arkan kepada Pejabat

dan Pegara.ai instansi Pelaksana Pemr-rngut Retribusi

Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Sekretaris Daerah, dan pihak lain yang membantu

instansi Pelaksana Pemungut RetriLrusi Daerah

ciitetapkan ciengan Keputusan GuLrernur'

(3)

(1)

{21

tr)
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v

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Mei 2O2l

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN

JMANUSIA
AHAN DAN KES

Muda
1 199303 1 002

z
S
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LAMPIRAN I

PERATURAN GUBtrRNUR BtrNGKULU

NOMOR 19 TAHUN 2021

TtrNTANG

PtrRATURAN GUBtrRNUR BENGKULU TENTANG

PETUNJUK PtrLAKSANAAN PtrRATURAN DAtrRAH

PROVINSI BENGKULU NOMOR 10 TAHUN 2011

TtrNTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Dengal menyadari sepenuhnya akan menanggung penggantian segala biaya-biaya yar]g diakibatkal pemeriksaal dar]

persaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

terhadap saya atau yallg saya beri kuasa'

lL
U

f

A. BtrNTUK FORMULIR SURAT PtrNDAFTARAN OBJtrK RETRIBUSI DAERAH (SPORD) /PERMOHONAN

PEMERINTAH PROV]NSI BENGKULU

i.iAX,iA PD

1.

2.

J.

+.

Objek Retribusi yang diminta : (diisi oleh petugas)
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B. BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SIrIRD)

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH ISPTRDI

Kepada

Yth. Kepala

di

Yalg bertanda ta1-r.garr di bawah ini kami :

Memberitahukan batrwa ka-mi mengajukal permohonan (pemakaian/pemanfaataniztn)..............

berupa:

Luas / Jumlal-

Penggunaan untuk

Jangka waktu

Apabila permohonal dikabulkan kami sanggup membayar Retribusi sesuai : Sebagaimana diatur dalam PERDA

Provinsi Bengkulu No : ............ ..,.. Tahun Tentang

serta menanggung penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan - persyaratan
adrlinistrasi termasuk sarrksi-sanksi sesuai dengan ketentua-rr perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau

-yarrg saya beri kuasa.

Kemudian atas perkenaar-urya kami ucapkan terima kasih.

Diterima tanggal

Dikembalikan tanggal : :

Wajib Retribusi;

Nama

Alamat

Keterangal

Lembar I

r ^*L^.. IT

Untuk PD Pengeloia / Pemungut

Untuk Waiib Retribusi

GUBERNUR BENGKULU

ttd.

H. ROHIDIN ]\{ERSYAH

PEMER] NTAH PROVI NSI BENGKULU

NAMA PD ..............

Nomor

Masa Retribusi

Tahun Retribusi

Pembina

NtP. 1958121
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LAMPIRAN II
PERA'I'URAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR- \9 TAHUN 2021

r F-1\ i r11\ u

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI BENGKULU NOMOR 1O TAHUN 201 1

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRDI

Nama
Alamat
NPWRD r-l. ] i- i-I

J .ni-. R" rri u u si D ae rah

I. PEh{BAYARAN
1. Pembayaran dilakukar1 pada Rekening Kas Umum Daerah lewat Bendahara Penerimaal dan/atau

Bend.aharaPenerirnaanPembantupadaPDyangmelakukanpemungutarrRetribusil)aerah.
2. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2<'/o perb.[lan'

3,Jatuhte,mpopentlajlara]aad.a1ah2(dua)harisetelahtaoggalSKRD/SKRDKRTditerbitka:e,

*i PD / Unit Ke4a
Keterangan
Lembar I : W4lib Retribusi
Lembar I : Seksi / Petugas PD Pemungut yang menangani retribusi

Lembar I : Arsip

GUBERNUR BENGKULU

ttd.

ROH]DIN MERSYAH

Salinan Sesuai dengan asiinYa
P1t, (EPAI,A B]RO HI.]KI-]M I]AN, Plr KEPAI,ARlRoHtJKtrMDAN D

/ HAK ASASI tviANUStA *
ASISTEN PEMEB'}LTAHAN DAN KESRA!

Pembina
NiP. 1968122

fiAK ASASi iviANUSiA

SUPRAI.I, S. M.ri
Muda

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Nomor 
"

NAMA FD
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NPwDi NPwRS 1 ,TT_l rT--l-l_.rl rI il-l rT_-l

SURAT PERINGATAN
Nomor:

I,AMPIRAN III
PERATUR{i.i GUBERNUR BENGKULU

NOMOR l, TAHUN 2021
TENTAi\iG
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI BtrNGKULU NOMOR 10 TAHUN 201 1

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Bengkuiu,

(Nama)
t\Tl p

GUBERNUR BENGKULU

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

di

Denganhuruf: ( .. """"""' " )

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surai Paksa berdasarkal Undang-Und'ang I'{omcr 28 Tahun 2OO9' maka

diminta kepada saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah surat Teguran ini'

Dalarn ha1 Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada ka:rri'

Pembina U
., i!{.i.l
Muda

7 002

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

NAMA PD

SUPRAii,

NIP.
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LAMPIRAI.I IV
rDMl UMrl UUDL^1\uK DD \LrN(, i,(

l1
TENTANG
PERATURAN GLI BERNUR BENGKULU TENTAN G
PRTU NJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERA.H

PROVINSI BENGKULU NOMOR lOTAHUN 2011
TE}ITANG RRIRIBUSI JASA USAHA

A.BEN'ruxFQ_B\-4-,U=L]BT4I{p4EU!qI=:P..EME4Y484N

PEMtrRINTAH PROVI NSI BENGKULU
NAMA PD

Nomor :

'TI DFMEA\'AI?AN

Telah terima dari Wajib Retribusi :

1. Nama :

2. Alamat :

3. Jumlah Uang

4. Untuk membavar : Retribusi
Dasar Peraturar Daerah Provinsi Bengkuiu i'{o........,.............. Tahun...

-\onor SKP-D : .................

Jr-rmlah :

I ( rr., t'iraa, /

Bendahma Penerimaan Pembantu

Bengkulu,
II'-::L E^..,:L..JYr dJtu r\LLr ruusr

r-+--^-^--jw
ler::ba; l :

Lembar i1 :

Lembar II ;

&{odel :

NIP...............

U-/,r'jf D.._-r-;Lr I q;

tsendahara Penerimaan / Bendahara Penerrmaan Pembantu
Seksi / Petrrsas PT) Pemrrnput vane menanpani retribrlsi

RD 03
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B. BENTUK FORMULIR SURAT TANDA SETORAN

srs No. 
SURATTANDASET.RAN

Harap diterima Uang sebesar :

(dengal hurufl :

Bank...........
No. Rekenirg

Pemegang Kas Daerah

NiP.

Pemegang Kas Penerima

Tembusal:
Lembai' i :

Lernbar 2 :

Lembar 3 :

Lembar 4 :

l,embar 5 :

Lemba::5 :

MtrNGETAHUI
Kepala

i.iiP.

NiP.

luJUA

Fungsi Pembukuan / Akuntan

Bendahara Penerirrraan d.an / atau Bendahara Penerimaan Pembaltu

PT Bank Bengkulu Cabang Utama / Cabalg Pembantu

PD/UPID Pemungut

Eadan Pcngclolaan Keuangan Daeratr Provinsi Bengkulu

Catatan:

Formulir ini digunakal oieh setiap Unit organisasi untrrk menyetor pungutan daerah (Pajak Daerah, Retribusi

Daerah. rlan Penerirnaan Daerah Lainnya) kepada Pemegang Kas setiap Unit orgardsasi'

Kode Rekening Uraian Rincian ObYek Jumlah (Rp)

TOTAL

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


D. BENTUK FORMULIR SURATTAGIHAN RET@

Salinan Sesuai dengan aslinya
PIt. KEPALA BIRO HUKUM DAN

HAK ASASI MANUSIA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KE

GUBERNUR BENGKULU

ttd.

H. ROHIDIN MtrRSYAH

Pembina

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

STRD
(suRAT TAGIITAN

RETRIBUSI DAERAH )

Nomor Urul.

I.BerdasarkanUndang-UndarIgNomor28Tahun2o09te1ahdilakukanpene1itiand@
keierangan lain atas pelaksanaan keu,-aiihan :

A3.'atRetribusi , m
\arna Retrihusi

Dari penelitial dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yalg masitr harus dibayar
adalah sebasai berikut :

1. Retribusi yang kurang dibayar
2. Sanksi Administrasi

a Bunga Pasal L60 (3i

3. Jumlah yang masitr harus dibavar (1

1. Harap penyetcran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank Bengkulu) dengan menggunakan Surat Setoran
Reti-ibusi Daerali (SS RD)

2. Apabiia STRD id tidak atau kurang bayar setelah ieurat rrraktu paiing larna 3O hari sekaii STRD ini diterima

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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